BERITA
REPUBLIK INDONESIA

No.799, 2023 KEMENDAGRI. APBD. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be lanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 ;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) ;

3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggan ti Undang -Undang Nomor
2 Tahu n 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tah un 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 137 T ahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1433) ;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN AN GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 202 4.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan

1.

(1)

(2)

(1)

(@)

(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah

dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pasal 2
Ruang lingkup Pedoman Pen yusunan APBD  Tahun
Anggaran 2024 , meliputi :
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah  dengan
kebijakan pemerintah pusat;
prinsip penyusunan APBD,;
kebijakan penyusunan APBD;
teknis penyusunan APBD; dan
e. hal khusus lainnya .
Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

ooo

Pasal 3
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan
kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon

anggaran sementara berupa target dan kinerja program :
kegiatan dan subkegiatan yang tercan tum dalam rencana
kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud p ada ayat (1) dil akukan melalui sistem
informasi pemerintahan daerah  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan.

Pasal 4
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat Q)
merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan,
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belanja dan pembiayaan.

(2) APBD sebagaimana dima ksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
sesuai  urusan pemerintahan daerah , organisasi ,
program, Kkegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan
masing -masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis,
objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang di atur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang -undangan .

Pasal 5
Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD  Tahun Anggaran
202 4 sebagaimana dimaksud dalam Pas al 3, untuk:
a. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus
terhadap capaian target pelayanan publik;
b. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui
rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi

prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belan ja
daerah; dan
c. mengalokasi kan anggaran yang memadai guna

percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan .

Pasal 6
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MUHAMMAD TITO KARN AVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara
tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman
Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan
Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan
APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus
lainnya.

A. SINKRONISASI KEBIUAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH PUSAT

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan
pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program
kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan
antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun
kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rencana kerja pemerintah tahun 2024 dimaksud merupakan upaya
dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis
serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing-
masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai
sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel
dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
secara berkelanjutan.

Penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dilaksanakan
dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial,
serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program
dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya
merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun
dapat dipaduserasikan antarkementerian/lembaga terkait. Berkaitan
dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan
adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
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pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas
yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama
melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah
dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah
secara spesifik.

Tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah “Mempercepat
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus
pembangunan diarahkan kepada 1) pengurangan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan; 3) revitalisasi industri dan penguatan riset
terapan; 4) penguatan daya saing usaha; 5) pembangunan rendah karbon
dan transisi energi; 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas;-7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan 8)
pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

Rencana kerja pemerintah tahun 2024 dimaksudkan sebagai
pedoman bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun
2024 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Rencana kerja Pemerintah
daerah digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun
Anggaran (TA) 2024.

Selain rencana kerja pemerintah, Pemerintah juga menyusun
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)
Tahun Anggaran 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan
fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024. Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro
dan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat meningkatkan sinergisitas
kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja
makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan
pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran.

Tema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal
Tahun Anggaran 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus kebijakan fiskal nasional
difokuskan pada 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan
beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan
peningkatan akses infrastruktur dasar; 2) penurunan stunting; 3)
pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi. Selain itu untuk
mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka
menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan
kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan
peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

Berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan kerangka
ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024,
Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan
sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan
pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan
Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan
nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang
telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-
tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam
rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan yang
telah dituangkan dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah
tahun 2024 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan
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fiskal Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Daerah

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam

penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun

Anggaran 2024. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran

sementara pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada

rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang telah disinergikan
dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024, sedangkan kebijakan umum

APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara pemerintah

kabupaten/kota berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun

2024 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan

diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024 dan rencana

kerja Pemerintah Daerah provinsi tahun 2024.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk
setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan
publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah
Daerah serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan
antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun
Anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus
memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan
program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk
pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan
kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan
target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan
seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan
daerah.

Dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2024
dan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah
Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memperhatikan:
1. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang

memuat gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal
dalam rangka penyusunan rancangan APBN Tahun Anggaran 2024;

2. penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan pembiayaan
utang daerah; dan

3. pengendalian dalam kondisi darurat.

Selanjutnya, dalam penyusunaan rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan
nasional dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional,

2. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan
prioritas pembangunan provinsi dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal
nasional; dan

3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada rencana kerja
Pemerintah Daerah tahun 2024.
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B. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai

berikut:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan
pendapatan daerah;

2. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. APBD disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan
pada rencana kerja Pemerintah Daerah;

4. APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;

6. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi;

7. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1
(satu) Tahun Anggaran.

C. KEBIJUAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

1. Kebijakan Umum

a. APBD dalam satu Tahun Anggaran meliputi:

1) hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih;

2) kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih; dan

3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, pada Tahun Anggaran yang
bersangkutan atau pada Tahun Anggaran berikutnya.

b. penerimaan daerah terdiri atas:

1) pendapatan daerah; dan

2) penerimaan pembiayaan daerah.
c. pengeluaran daerah terdiri atas:

1) belanja daerah; dan

2) pengeluaran pembiayaan daerah.

d. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD;

e. penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup;
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setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang

melandasinya;

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1) pendapatan daerah;

2) belanja daerah; dan

3) pembiayaan daerah.

klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD

dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan,

organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang

penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,

bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Kklasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah @ serta
pemutakhirannya;

pendapatan daerah

1) pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh
daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran.

2) penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik
khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
(BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari
Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan
pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan
pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme
intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut
jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis,
objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. belanja daerah

1) belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik.

2) belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:



3)

4)

5)

a) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:

(1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

(2) peningkatan pendapatan masyarakat.

(3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

b) penurunan stunting antara lain:

(1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamil, bayi dan balita.

(2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak,
akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

(3) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti
kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan
kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan

yvang mendukung pemberian makanan tambahan dan

suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

¢) pengendalian inflasi antara lain:

(1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.

(2) pengendalian laju alih fungsi lahan.

(3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.

(4) penguatan tata kelola logistik daerah.

(5) pengawasan harga dan operasi pasar.

d) peningkatan investasi antara lain:

(1) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Online Single Submission (OSS).

(2) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.

e) penguatan kualitas sumber daya manusia;
f) pembangunan infrastruktur; dan
g) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk
belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,

Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja

pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang

guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan
subkegiatan.

belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis

standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

a) standar harga satuan untuk belanja daerah disusun
berdasarkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan
standar harga satuan selain yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR
ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip
kebutuhan, efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran
serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

b) analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk

2023, No. 799



2023, No. 799

-10-

melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun
nonfisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD-RI.

c¢) standar harga satuan dan analisis standar belanja harus
dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) sebelum ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

6) standar harga satuan berfungsi sebagai:

a) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

b) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

¢) bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

7) dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan:

a) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan
subkegiatan.

b) batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan
anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi,
namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui
sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil.

8) belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang
telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas:

a) belanja pegawai;

b) belanja barang dan jasa;

c) belanja subsidi;

d) belanja hibah;

e) belanja bantuan sosial; dan

f) belanja bunga;

diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek

yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan

pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja
perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10) klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis,
objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

11) klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja
transfer menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek
yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan
pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pembiayaan daerah

1) pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun
Anggaran berikutnya.

2) klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
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berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan
kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

4) pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus
anggaran atau menutup defisit anggaran.

2. Kebijakan Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang
diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, meliputi:
1) pajak daerah dan retribusi daerah.
a) jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
(1) pajak daerah
(@) pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri
atas:
i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
iii. Pajak Alat Berat (PAB);
iv. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
v. Pajak Air Permukaan (PAP);
vi. pajak rokok; dan
vii. opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(MBLB).
(b) pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
terdiri atas:
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2);
ii. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);
iii. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
iv. pajak reklame;
v. Pajak Air Tanah (PAT);
vi. pajak mineral bukan logam dan batuan;
vii. pajak sarang burung walet;
viii.opsen pajak kendaraan bermotor; dan
ix. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
(2) retribusi daerah
(@) retribusi jasa umum, meliputi:
i. pelayanan kesehatan;
ii. pelayanan kebersihan;
iii. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
iv. pelayanan pasar; dan
v. pengendalian lalu lintas.
(b) retribusi jasa usaha, meliputi:
i. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya;
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ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan;

iv. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan
atau vila;

v. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

vi. pelayanan jasa kepelabuhanan;

vii. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga;

viii.pelayanan penyeberangan orang atau barang
dengan menggunakan kendaraan di air;

ix. penjualan hasil produksi wusaha Pemerintah
Daerah; dan

xX. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset
daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:

i. persetujuan bangunan gedung;

ii. penggunaan tenaga kerja asing; dan

iii. pengelolaan pertambangan rakyat.

penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan

pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

daerah, yang disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan
sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target
penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan
31 Desember 2024.

dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan

sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang

APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan

setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 masih dapat berlaku paling lama sampai dengan

tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan

daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama
kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih

berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari

2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan

logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku

sejak tanggal 5 Januari 2025.
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f) dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas
penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai
berikut:

(1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
15/PUU-XV/2017;

(2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk
dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan; dan

(3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi

daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan

perundang-undangan.

g) penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam
APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro
ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

h) selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
dalam APBD memperhatikan:

(1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi
pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal
96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

(2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

(3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung
kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas
permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau
diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan
pertimbangan, antara lain:

(@) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib
retribusi;

(b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak
terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab
lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur
kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk
menghindari pembayaran pajak;

(c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro;

(d) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

(e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional,

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019

tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di

Daerah.

(4) pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan
bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar
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kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen),

untuk mendukung:

(@) operasional penggunaan alat utama meliputi tank,
panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik
meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari
truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik
radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis),
kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder
di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali,
pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan
pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat
berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang
ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat,
radar laut dan radar udara, radar perlengkapan
bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan

(b) operasional penggunaan komponen utama/ penunjang
alat peralatan pertahanan keamanan meliputi
ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP),
landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah
sakit,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional,

kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat tidak

memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis
nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor

109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang

terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal

sebagai berikut:

(1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang
memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah
memenuhi Kkriteria sebagai objek pajak berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang
pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

(2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak
berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya terkait penegakan peraturan daerah dan
perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan,
untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) objek pajak mineral bukan logam dan batuan,
memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023.

penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis

pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan

sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada
kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan

Penanganan Sampah.



1s5. 2023, No. 799

1) dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa
usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, Pemerintah
Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang
Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah
(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan
(KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang
milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak
mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
aset tersebut.

m) penganggaran pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang
retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda
penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang,
serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022.

n) penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi
yang dipungut dan dikelola oleh badan layanan umum daerah
serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan
dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023.

o) kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan dengan berpedoman pada  Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

p) Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan
hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan
penggunaannya, yakni sebagai berikut:

(1) hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dialokasikan
paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan
dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan
sarana transportasi umum;

(2) hasil penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas
tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum,;

(3) kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan
jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi
tenaga listrik untuk penerangan jalan umum;

(4) hasil penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi
maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling
sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai
pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan
hukum;

(5) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat
dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang
bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen)
realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-
masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan
yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta
untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah
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(PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan
Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program jaminan
kesehatan nasional menuju Universal Health Coverage
(UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk
penganggaran bantuan iuran pekerja bukan penerima
upah dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah
Daerah, penganggaran bantuan iuran pekerja bukan
penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 (tiga) mandiri
serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (PBI JK); dan

(6) hasil penerimaan pajak air tanah dialokasikan paling
sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup dalam daerah
kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan
kuantitas air tanah, meliputi:

(@) penanaman pohon;
(b) pembuatan lubang atau sumur resapan;
(c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
(d) pengelolaan limbah.

dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan
penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang
telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi
daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi
dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan
pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan
retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi
kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan
penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah

Daerah agar menetapkan:

(1) pajak bahan bakar kendaraan bermotor jenis bahan bakar
minyak tertentu, yaitu minyak, solar (Gas Oil) dan Jenis
BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen);
dan

(2) pajak bahan bakar kendaraan bermotor Jenis BBM Umum
(JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen),

sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) mengenai perhitungan harga jual eceran

bahan bakar minyak.

penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan dengan uraian sebagai berikut:

(1) untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan
pada belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala
daerah atas pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah;

(2) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan pada
belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
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